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Menimbang

Mengingat :

bahwa sesuai dengan amanat ketentuan Pasal
91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun
2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang
mengamanatkan ditetapkannya ketentuan lebih lanjut
tentang kelembagaan pengadaan barang/jasa;

bahwa untuk menjamin pelaksanaan pengadaan
barang/jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan
tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan
barang/jasa  pemerintah, serta meningkatkan
efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan
fungsi Lembaga Ketahanan Nasional Republik
Indonesia;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur Lembaga Ketahanan
Nasional Republik Indonesia tentang Unit Kerja

Pengadaan Barang/Jasa di Lemhannas RI;

Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang
Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 254);

2. Peraturan .....
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barang/jasa dan personel UKPBJ;

pengelolaan kelembagaan UKPBJ, namun tidak
terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat
kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja,
pengelolaan personil dan pengembangan sistem
insentif;

pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan
barang/jasa pemerintah;

pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan
barang/jasa pemerintah; dan pembinaan hubungan

dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 6

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau

bimbingan teknis pengadaan barang/jasa sebagaimana

dimaksud pada pasal 2 ayat (1) huruf d, meliputi:

a

(1)

bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi proses pengadaan barang/jasa di
lingkungan Lemhannas RI;

bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi
pengadaan barang/jasa pemerintah, meliputi SIRUP,
SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP ; dan

bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau
konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian

sengketa kontrak melalui mediasi.

BAB III
PENYELENGGARA UKPBJ

Pasal 7

Penyelenggara UKPBJ di Lemhannas RI adalah:
a. Pejabat Struktural wunit kerja Pengadaan
Barang/Jasa di Lemhannas RI;

b. Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Lemhannas
RI;

c. Pejabat .....
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c. Pejabat Fungsional unit kerja Pengadaan
Barang/Jasa di Lemhannas RI.
Personel yang bertugas di UKPBJ merupakan pegawai
tetap di UKPBJ dan bukan pegawai yang bersifat adhoc
dari unit kerja lain di luar UKPBJ.
UKPBJ meningkatkan kompetensi seluruh
personelnya melalui pendidikan formal dan non formal
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Personel yang bertugas di UKPBJ wajib memiliki
kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah, kecuali yang bertugas pada unit
pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
Kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah dan personel yang bertugas pada unit
kerja pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur

dalam Keputusan Gubernur.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 8

UKPBJ menjalin hubungan kerja dengan unit kerja
yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi UKPBJ.

Kepala UKPBJ dapat berkoordinasi langsung dengan

PA/KPA/PPK dalam rangka pelaksanaan tugas dan
fungsi UKPBJ.

Seluruh Personel yang melaksanakan tugas di
lingkungan UKPBJ melaksanakan tugasnya secara
profesional sesuai kompetensinya dan independen
serta dilarang saling mempengaruhi sesuai Tujuan,
Kebijakan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa
sebagaimana diamanatkan oleh peraturan
perundangan di bidang pengadaan barang/jasa
pemerintah.

UKPBJ menjalin hubungan kerja dan koordinasi
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KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR e

dengan LKPP

UKPBJ. menyusun dan menyampalkan laporan

per1od1k seluruh keglatan pengadaan barang/JaSa e

kepada Gubernur dan LKPP

i

BABV
Pasa19

Kode et1k d1tetapkan oleh Gubemur

Kode et1k berisi ketentuan tentang kewa_]lban SR

s i prosedur penegakan kode etik. e
o @ : ‘Personel pada Komlte kode et1k beljumlah gasal yang ‘

. 1 terd1r1 dar1 unsur Inspektorat unsur unit kerja b1dang S
kepegawalan, dan unsur umt kerja b1dang hukum e
Komlte kode et1k d1bantu oleh sekretanat komlte kodeid L

et1k yang berkedudukan pada Inspektorat Lemhannas g E 7

e

3 ‘Fungsmnal Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang o

: Ketua Komlte kode et1k berasal dar1 unsur Inspektorat Xha s
;,..Bagl personel d1 hngkungan UKPBJ Yang menjabat"i' s
i sebaga1 Pengelola Pengadaan Barang/ Jasa maka kode 8 e
e ;k. etlk yang d1terapkan adalah Kode Et1k PeJabat

B vvdltetapkan oleh LKPP B

DR
- -’mengurang1 ter_]adlnya 1ntervens1 pelaksanaan tugas di 7

11ngkungan UKPBJ maka Wa_]lb dlsusun standar s S

*-‘"'Standar operas1ona1 prosedur d1 hngkungan UKPBJ

Pasal 10

‘:Untuk menlngkatkan transparans1 akuntab111tas dan S

s operasmnal prosedur pelaksanaan tugas dan fungs1 d1‘ Sl

11ngkungan UKPBJ

‘ Standar operas1ona1 prosedur dlsusun ‘_ sesuai? :

: kebutuhan pelaksanaan tugas dan fung31 UKPBJ

e

UKPBJ menyusun dan menerapkan kode et1k di "F;
R 11ngkungan UKPBJ. = :
8

Y,larangan pembentukan Komlte kode et1k dan g2 i
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ditetapkan oleh Kepala UKPBJ.
@) Standar operasional prosedur wajib disosialisasikan

kepada seluruh pemangku kepentingan UKPBJ.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11
Pembiayaan penyelenggaraan kegiatan UKPBJ dibebankan
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan sumber

pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 12
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 2.3 Movam bar 2020

GUBERNUR
LEMBAGA KETAHANAN NASIONA
REPUBLIK INDONESIA,

AGUS WIDJOJO
LETNAN JENDERAL TNI (PURN)



